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ABSTRAK 

 

“Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Food Perspektif Hukum 

Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kota Bengkulu)”. Oleh : Superdi NIM 

1611120053 

Pembimbing I : Dr. H.Suansar Khatib,SH.,M.Ag dan Pembimbing II : Ismail 

Jalili,S.Ag.,MA,PhD. Latar belakang skripsi ini yaitu terdapat suatu permasalahan 

dalam transaksi pemesanan makanan dengan menggunakan aplikasi GrabFood. 

Yang mana konsumen dengan mudahnya membatalkan pesanan secara sepihak 

tanpa memikirkan driver GrabFood. Ketika driver GrabFood melakukan 

pengaduan saat konsumen membatalkan pesanan, perusahaan hanya 

mengembalikan ganti rugi pesanannya saja, sedangkan biaya transportasinya tidak 

di ganti oleh pihak Grab, melainkan driver grab sendiri yang menanggung 

kerugian transportasinya. Seharusnya perusahaan bertanggung jawab atas seluruh 

kerugian yang dialami driver GrabFood tersebut. Maka dari itu ada dua persoalan 

yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1).Bagaimana Perlindungan Hukum 

Terhadap Driver Grabfood Dalam Perspektif Hukum Positif Akibat Kerugian 

Pembatalan Pesanan Oleh Konsumen Di Kota Bengkulu ?(2) Bagaimana 

Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grabfood Dalam Perspektif Hukum Islam 

Akibat Kerugian Pembatalan Pesanan Oleh Konsumen Di Kota Bengkulu 

?Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kejelasan 

perlindungan hukum positif tentang driver Grabfood terhadap kerugian 

pembatalan pesanan oleh konsumen di Kota Bengkulu dan untuk mencari 

kejelasan perlindungan hukum Islam tentang driver Grabfood terhadap kerugian 

pembatalan pesanan oleh konsumen di Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa (1) Pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen yang 

beritikad tidak baik sehingga mengakibatkan driver mengalami beberapa kerugian 

seperti Driver tidak menerima haknya mendapat upah dari perjalanan yang telah 

diselesaikan karena pelanggan atau penumpang tidak ada, Driver rugi waktu, 

bensin dan tenaga karena menunggu penumpang yang tidak ada di lokasi 

penjemputan dan tidak bisa dihubungi. (2) Bentuk perlindungan dari perusahaan 

grab atas orderan fiktif yaitu menyediakan layanan reimbursement/penggantian 

uang dan membatalkan pesanan jika belum dijalankan oleh driver, jika sudah 

dijalankan maka driver harus menanggung resiko sendiri. Sehingga, hak untuk 

mendapat perlindungan hukum tidak sepenuhnya dirasakan pengemudi online. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai 

perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.  

 

 

Kata Kunci : GrabFood, Konsumen, Driver, Perlindungan Konsumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu dan penting melakukan 

penelitian pada kasus pembatalan pemesanan oleh konsumen Grab kepada 

driver GrabFood Di Kota Bengkulu. Konsumen membatalkan pesanan 

makanan kepada driver GrabFood di saat Driver sudah memesan makanan 

dan sudah menuju lokasi konsumen, namun terdapat beberapa konsumen 

yang membatalkan pesanannya tersebut, dikarenakan oleh beberapa alasan 

yaitu dengan alasan driver lambat mengantar pesanan, dan driver sulit untuk 

dihubungi.  Dimana ketika Driver GrabFood melapor ke pihak kantor Grab 

bahwa terdapat konsumen yang membatalkan pesanan maka pihak 

perusahaan hanya mengembalikan ganti rugi pesanannya saja, sedangkan 

biaya transportasinya tidak di ganti rugi oleh pihak perusahaan Grab 

melainkan di tanggung oleh driver. Seharusnya pihak perusahaan Grab 

memberikan perlindungan kepada Driver GrabFood supaya tidak ada Driver 

yang dirugikan. 

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) 

sebagai berikut :"Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan 

untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak 

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau 

pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan 

1 
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dari pengadilan.
1
 Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang 

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari 

pihak manapun.
2
 Dalam pembahasan ini selain hukum positif, penelitian ini 

berkaitan dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan sistem kaidah-

kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai 

tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang 

diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.
3
  

Di antara sekian banyak usaha jasa yang ditawarkan, transportasi 

online merupakan usaha jasa yang saat ini mulai banyak diminati masyarakat 

dan cukup menjanjikan  di era teknologi yang semakin canggih. Semua 

bidang mulai untuk menggunakan teknologi agar mempermudah 

pekerjaannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Qhasas (28) 

ayat 77: 

وْياََۖ وَأحَْسِه كَمَا  ارَ الْْخِزَجََۖ وَلََ تىَسَ وصَِيثَكَ مِهَ الدُّ ُ الده وَاتْتَغِ فيِمَا آتاَكَ اللَّه

َ لََ يحُِةُّ الْمُفْسِدِيهَ  أحَْسَهَ  ُ إلِيَْكََۖ وَلََ تثَْغِ الْفسََادَ فيِ الْْرَْضَِۖ إنِه اللَّه  اللَّه

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.  

                                                           
1
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) 

2
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:Balai 

Pustaka , 1989) h. 102. 
3
 Eva iryani, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol.17 No. 2, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak 

Asasi Manusia, (IAIN Tulung Agung, Fakultas Syariah, 2017). 
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Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia 

bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan duniawi dan akhirat secara 

seimbang. Tidak boleh orang mengejar duniawinya saja, dan melupakan 

akhiratnya. Begitu juga sebaliknya. Keduanya hendaknya berjalan dan 

diperhatikan secara seimbang. 

Selain itu terdapat firman Allah SWT dalam surah As-Saff (61) ayat 10 : 

  

هْ عَذَابٍ ألَيِمٍ    ياَأيَُّهاَ الهذِيهَ آمَىىُا هلَْ أدَُلُّكُمْ عَلىَٰ تجَِارَجٍ تىُجِيكُم مِّ

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu 

perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberitahu kepada 

umatnya mengenai melakukan perniagaan atau jual beli yang dapat 

menyelamatkan dari azab yang pedih. Dalam hal ini Allah bertanya kepada 

umatnya untuk memberitahu bagaimana perniagaan yang di perbolehkan 

sehingga terhindar dari azab yang pedih. 

 Fenomena transportasi jalan online merupakan perkembangan dan 

komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada 

khususnya. Yang mana tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu yaitu ilmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi maka perkembangan di dunia akan 

semakin maju dan canggih pula. 

Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

memunculkan inovasi-inovasi baru di bidang industri barang dan jasa. Salah 

satu inovasi baru di bidang industri jasa adalah Grabfood dengan 

mengunakan aplikasi internet sebagai mana telah di operasikan oleh 
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transportasi jalan online, salah satunya GrabFood yang merupakan layanan 

jasa pesan antar makanan dan minuman.
4
 

Dalam hal ini dianggap sangat membantu jalan masuknya semua 

aktifitas dengan mudah bagi masyarakat ternyata tidak selamanya 

memberikan kenyamanan kepada pihak jasa Driver GrabFood. Banyak sekali 

fenomena online dewasa ini bahkan telah berujung pada kejadian yang tidak 

terduga yang bisa dialami oleh siapa saja. 
5
 

Dengan demikian semua orang dapat melakukan pertimbangan dalam 

memilih konsumen untuk menjadikan opsi sebagai pilihan alternative dalam 

mengantarkan pesanan. Karena sering kali konsumen yang membatalkan 

pesanan, dengan posisi pesanan suda siap di lokasi, sehinga sebagai jasa 

driver GrabFood ingin mendapat konsumen yang baik.  

Tujuan umum dari syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan 

hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. 

Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang 

hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu, agama, 

jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat 

menjalankan kehidupannya yang mulia sebagaimana di jelaskan dalam surah  

Al-Anbiya (21) ayat 107.  

 وَمَا أرَْسَلْىاَكَ إلَِه رَحْمَحً لِّلْعَالمَِيهَ  

Dan Tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam.
6
 

                                                           
4
 https://www.grab.com/id/search/?key=grab 
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Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia untuk 

menjadi rahmat di semesta alam. 

Perusahaan aplikasi penyedia jasa Driver GrabFood online PT. Grab 

Indonesia telah beroperasi lebih dari lima Kota di Indonesia, dan telah 

memiliki lebih dari lima kantor cabang. Salah satunya adalah Kota Bengkulu 

dengan alamat kantor cabang di jalan Tanah Patah. Setiap konsumen dapat 

melakukan pemesanan via online melalui aplikasi yang telah disediakan oleh 

perusahaan. Konsumen hanya tinggal mendownload maka aplikasi Grab akan 

terpasang pada layar handphone.
7
 

Dengan begitu, konsumen tinggal menunggu pesanan sesuai alamat 

yang mereka kirimkan. Dalam aplikasi Grab juga difasilitasi penilaian 

terhadap driver sehingga konsumen selama perjalanan dapat memberikan 

penilayan pelayanan kepada driver dengan cara memberikan bintang dan 

komentar, dan juga dalam aplikasi tersebut difasilitasi pengaduan apabila 

terjadi konsumen membatalkan pesanan. 
8
 

Namun pada kenyataannya ketika driver GrabFood melakukan 

pengaduan saat konsumen membatalkan pesanan, perusahaan hanya 

mengembalikan ganti rugi pesanannya saja, sedangkan biaya transportasinya 

tidak di ganti oleh pihak Grab, melainkan driver grab sendiri yang 

menanggung kerugian transportasinya. Seharusnya perusahaan bertanggung 

jawab atas seluruh kerugian yang dialami driver GrabFood tersebut.  

                                                           
7
 https://www.grab.com/id/search/?key=grab%20express 

8
 https://id.m, Wikipedia. Org/wiki/Grab (Aplikasi), di akses pada 20 Desember 2020. 

https://www.grab.com/id/search/?key=grab%20express
https://id.m/
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Penulis ingin mengetahui secara jelas bagaimana perlindungan hukum 

yang diberikan oleh pihak Grab ketika konsumen membatalkan pesanan 

kepada jasa driver GrabFood. Berdasarkan uraian latar belakang masalah 

yang dipaparkan di atas, maka penulis merasa penting dan perlu untuk 

melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Driver 

Grab Food Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Di Kota 

Bengkulu). 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas 

maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grabfood Dalam 

Perspektif Hukum Positif Akibat Kerugian Pembatalan Pesanan Oleh 

Konsumen Di Kota Bengkulu ? 

2.  Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grabfood Dalam 

Perspektif Hukum Islam Akibat Kerugian Pembatalan Pesanan Oleh 

Konsumen Di Kota Bengkulu ? 

Sedangkan batasan masalahnya bagaimana perlindungan jasa driver Grabfood 

ketika terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen dalam tinjauan hukum 

positif dan hukum Islam. 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan Rumusan Masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian 

ini maka penulis memiliki tujuan: 
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1. Untuk mencari kejelasan perlindungan hukum positif tentang driver 

Grabfood terhadap kerugian pembatalan pesanan oleh konsumen di Kota 

Bengkulu. 

2. Untuk mencari kejelasan perlindungan hukum Islam tentang driver 

Grabfood terhadap kerugian pembatalan pesanan oleh konsumen di Kota 

Bengkulu ? 

D. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Secara Umum, kegunaan penelitian yang di lakukan 

penulis ini dapat di tinjau dari dua aspek yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memperluas 

wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang 

muamalah karena mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil 

penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan 

melalukan penelitian lanjutan di tema perlindungan konsumen, juga 

mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya. 
9
 

2.  Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan 

                                                           
9
https://sumberfkip.Blogspot.Com/2017/08/manfaat-teoretis-dan-manfaat-

praktis.Html diakses pada tanggal 20 Desember 2019. 
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aturan-aturan agama Islam objeknya, serta dapat di jadikan bahan untuk 

memberikan sistem perlindungan jasa driver grabfood terhadap kerugian 

akibat pembatalan pemesanan oleh pihak konsumen yang benar sesuai 

aturan Islam.  

E. Penelitian Terdahulu  

Sebelum masuk lebih jauh mengenai permasalahan penelitian ini. 

adapun hasil-hasil penelitian yang pernah di lakukan sebelumnya oleh peneliti 

terdahulu yang mempunyai  keterkaitan dengan penelitian yang akan di 

lakukan antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma 

Vardhani jurnal yang berjudul Co-Branding Online food delivery: 

perubahan model bisnis wisata uliner local khas Yogyakarta.
10

 Adapun 

permasalahan penelitian ini yaitu : Bagaimana implementasi co-branding 

atau kerja sama antara dua merek pada satu produk atau jasa yang sama 

oleh layanan food delivery atau layanan pesan antar makanan. Jurnal ini 

menjelaskan masalah analisis implementasi co-branding layanan online 

yang mana co-branding adalah suatu kombinasi , perpaduan atau kerja 

sama antara dua brand/merek pada satu produk atau jasa yang sama. Food 

delivery dengan pelaku usaha wisata kuliner lokal khas Yogyakarta. Dan 

Analisis model bisnis wisata kuliner lokal Yogyakarta sebelum muncul 

layanan online food delivery dan setelah kemunculan layanan online food 

                                                           
10

Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani, Jurnal Pemikiran Penelitian 

Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan,  Co-Branding Online food delivery: 2019, h. 177-

193. 
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delivery. Pengumpulan data di lakukan melalui wawancara  dengan 13 

pelaku usaha wisata kuliner local khas Yogyakarta di dukung observasi 

serta dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara dua merek 

pada satu produk atau jasa yang sama di lakukan secara bersama-sama 

antara layanan pesan antar makanan atau minuman dan pelaku usaha 

wisata kuliner yang tergabung dalam Gofood Partner atau mitra Gofood, 

akan tetapi jika tidak tergabung dengan Gofood dengan Gofood partner 

co-branding di lakukan secara terpisah antara gofood dan pelaku usaha 

kuliner. Sementara untuk Grab Food juga demikian. 

Pemilihan informan penelitian dipilih dengan purposive sampling, 

yakni penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek 

yang didasarkan pada tujuan tertentu. Informan dalam penelitian ini 

merupakan pelaku usaha wisata kuliner local khas Yogyakarta dan 

bekerjasama dengan GoFood atau Grab Food atau keduanya. Berdasarkan 

keberagaman menu dan kualitas konten aplikasi Gofood lebih unggul di 

bandingkan Grab Food. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu 

membahas tentang online food, sedangkan perbedaan dari penelitian ini 

yaitu peneliti membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap 

perlindungan jasa driver Grabfood terhadap kerugian akibat pembatalan 

pemesanan oleh pihak konsumen Studi di Kota Bengkulu yang mana 

dalam skripsi ini membahas bagaimana perlindungan hukum yang 

diberikan kepada driver GrabFood terhadap konsumen yang melakukan 
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pembatalan pemesanan makanan dan jurnal oleh Eska Nia Sarinastiti dan 

Nabilla Kusuma Vardhani, membahas tentang Co-Branding  yaitu suatu 

kombinasi , perpaduan atau kerja sama antara dua brand/merek pada satu 

produk atau jasa yang sama terhadap Online food delivery perubahan 

model bisnis wisata kuliner lokal khas Yogyakarta.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Utomo, Eriq Muh. Adams Jonemaro, 

Mahardeka Tri Ananta, yang berjudul Perbandingan Usabilitas Aplikasi 

Taxi Online Android ( Grab-car dan Uber) mengunakan Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT).
11

Adapun permasalahan 

Penelitian ini menganalisis bagaimana penerimaan dan usabilitas dari dua 

taxi online menggunakan metode UTAUT (Unified Theory Of Acceptance 

And Use Of Technology) sehingga dapat memudahkan penggunakan Taxi 

online berbasis android dalam memilih berdasarkan harapan terhadap hasil 

(Performance Expectancy) yang berarti sesuai dengan harapan dalam 

kinerja, harapan terhadap usaha yang di lakukan (Effort Expectancy) yang 

berarti pengukuran kesenangan pengguna dalam menggunakan Taxi online 

tersebut, pengaruh sosial  (Social Influence)  yang berarti di mana 

seseorang merasa penting melihat beberapa orang mengunakan aplikasi 

tersebut dan serta kondisi fasilitas yang mendukung pada aplikasi online 

tersebut (Facilitating Condition) yang berarti seseorang percaya organisasi 

                                                           
11

Heru Utomo, Eriq Muh. Adams Jonemaro, dan Mahardeka Tri Ananta, Jurnal 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol. 1. No. 12,  Perbandingan 

Usabilitas Aplikasi Taxi Online Android (Grab-car dan Uber) Menggunakan Unified Theory 

of Acceptance and Use of Tecnology, Desember 2019. 
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dan teknikal struktur mendukung dalam penggunaan aplikasi Taxi Online 

tersebut.  

Perbandingan usabilitas Taxi Online dari Grab car dan Uber 

mengharapkan hasil penilaian yang baik, pengunaan mudah dalam 

beroperasi dan mendukung dalam kegiatan dan pekerjaan seseorang 

maupun kelompok. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang 

kelancarran dalam mengunakan aplikasi online dengan mengunakan 

android, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah peneliti 

meneliti tentang Tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan jasa driver 

Grabfood terhadap kerugian akibat pembatalan pemesanan oleh pihak 

konsumen Studi di Kota Bengkulu dan jurnal oleh Heru Utomo, Eriq Muh. 

Adams Jonemaro, Mahardeka Tri Ananta,tentang Perbandingan Usabilitas 

Aplikasi Taxi Online Android (Grab-car dan Uber) mengunakan Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT).
12

 

F. Landasan Teori 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, 

dalam perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka 

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan 

                                                           
12

 Heru Utomo, Eriq Muh. Adams Jonemaro, dan Mahardeka Tri Ananta, Jurnal 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol. 1. No. 12,  Perbandingan 

Usabilitas Aplikasi Taxi Online Android (Grab-car dan Uber) Menggunakan Unified Theory 

of Acceptance and Use of Tecnology, Desember 2019. 
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kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
13

 Jadi, perlindungan 

hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh penegak hukum yang 

berguna untuk melindungi masyarakat dari suatu hal yang dapat 

merugikan. 

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
14

Sedangkan 

menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah bebagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun.
15

 Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa 

perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau 

memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan 

perangkat-perangkat hukum.
16

 

 

Dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum tentu saja 

behubungan dengan perlindungan konsumen yang mana di atur dalam 

                                                           
13

Setiono. Rule of Law, Supremasi Hukum, (Surakarta:Magister Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3. 
14

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya, Bandung, 2000,) h. 54. 
15

 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:Balai 

Pustaka , 1989) h. 102. 
16

 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2011), h. 10 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

sebagai suatu ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di 

Indonesia yang belum memadai.
17

 Perlindungan hukum terhadap 

konsumen terdapat beberapa hak kewajiban yang termuat dalam Undang-

Undang, maka dari itu konsumen dapat di lindungi oleh hukum. 

2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum 

 

Setelah dijelaskan mengenai pengertian perlindungan hukum, maka 

terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:  

4. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang 

diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum 

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan 

suatu kewajiban. 

5. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadinya sengketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran.
18

 Dari kedua jenis perlindungan hukum tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perlindungan hukum berguna untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan peringatan untuk 

                                                           
17

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, (Jakarta:Prename

d Group, 2008), h. 1. 
18

Setiono. Rule of Law, Supremasi Hukum, (Surakarta:Magister Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3. 
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melakukan suatu kewajiban agar tidak terjadinya pelanggaran, serta 

perlindungan berupa sanksi yang diberikan akibat dari suatu 

pelanggaran. 

3. Dasar Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Debitur 

Dalam membahas hal mengenai perlindungan hukum, maka akan 

dijelaskan dasar hukum mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah 

atau debitur, maka dasar hukum yang tercantum yaitu Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak konsumen 

termuat dalam Pasal 4 yaitu:  

E. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

F. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa . 

G. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. 

H. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan. 

I. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

J. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
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K. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

L. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
19

 Hak-hak yang diatur 

dalam ketentuan Perundang-Undangan lainnya.
20

 Dari beberapa hak 

konsumen yang sudah diatur dalam Pasal 4 kesimpulannya yaitu 

konsumen mempunyai hak untuk dilakukan secara adil dan konsumen 

harus diberikan informasi yang jelas supaya nantinya jika terdapat 

suatu permasalahan maka konsumen sudah mengetahui letak 

kesahalannya dimana. 

Dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum tentu saja 

behubungan dengan perlindungan konsumen yang mana di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

sebagai suatu ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen 

di Indonesia yang belum memadai. Perlindungan hukum terhadap 

konsumen terdapat beberapa hak kewajiban yang termuat dalam Undang-

Undang, maka dari itu konsumen dapat di lindungi oleh hukum. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian. 

                                                           
19

UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
20

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen,(Jakarta:Prenamedia 

Group, 2008), h. 397. 
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Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab 

Food Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Di Kota 

Bengkulu) merupakan penelitian lapangan (field research). Dengan 

pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa ucapan kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang di amati. Atau 

penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.
21

 

2. Pendekatan penelitian. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis 

tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan jasa driver grabfood terhadap 

kerugian akibat pembatalan pemesanan oleh pihak konsumen. 

a. Sumber Data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang 

untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut bias berupa 

orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.
22

 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh 

peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Wawancara dengan 

pihak yang bersangkutan, yaitu pihak grap food dan konsumen dalam 

                                                           
21

 Boedi Abdullah, Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamallah, Cet ke-1, 

(Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014),  h.  107. 
22

 Djaman Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet ke-5, (Bandung: Alfabeta cv, 

2009),  h.  217. 
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perlindungan jasa driver GrabFood terhadap kerugian akibat pembatalan 

pemesanan oleh pihak konsumen sumber data penunjang (sekunder). 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sistem pertama. Dapat juga di katakan 

data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian 

ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder. 

3.  Waktu  Dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 12 September 2020  hingga 

13 Oktober 2020 . Tempat penelitian di Kantor Grab Kota Bengkulu dan 

tempat perkumpulan driver GrabFood. 

 

4. Teknik Pengumpulan data 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan 

data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan 

permasalan yang dibahas.
23

 Data yang didapatkan dari sumber-sumber di 

atas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang 

dilakukan dengan sistemmatis dan berlandasakan pada tujuan penelitian 

serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti. Adapun 

teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Wawancara 

                                                           
23

Djaman Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet ke-5, (Bandung: Alfabeta Cv, 

2009),  h. 12. 
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Menurut Surtrisno Hadi (1989) Wawancara adalah sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal di responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Maka dalam 

penelitian ini penulis akan melakukan Tanya jawab lisan antara dua 

orang atau lebih secara langsung (interviewer dan interviewee). Dalam 

hal ini, peneliti akan mewawancarai para pihak GrabFood dan konsumen 

GrabFood .  

b. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk catatan atau tentang jumlah penduduk, 

letak dan batas wilayah serta data-data lain yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat 

di gunakan sebagai bukti fisik dan penelitian. Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa pengumpulan data yang mencatat dokumen-

dokumen yang sifatnya menunjang dalam perolehhan data. 

5. Teknik Pengelolahan Data 

Setelah data-data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan. 

Maka penulis menggunakan teknik pengelolahan data yang tahapan 

editing. Editing yaitu proses mengkaji ulang semua data yang telah 
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penulis peroleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan 

makna dan keselarasan data antara data satu dengan data yang lainnya.
24

 

6. Teknik Analisis Data 

Yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menganalisa semua data 

yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian sehingga menjadi bagian-

bagian atau susunan yang telah dibentuk dan diuraikan. Teknik analisis 

data yang digunakan melalui deskriptif analisis yaitu kegiatan dengan 

pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab 

pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan 

dari suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat suatu keadaan 

yang sementara berjalan pada saat penelitian di lakukan,dan memeriksa 

sebab-sebab dari suatu gejalah tertentu.
25

 

Adapun pola pikir yang digunakan untuk analisis data yakni 

dengan pola pikir deduktif. Yaitu penarikan kesimpulan dari keadan-

keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum. 

 
 

H. Sistematika Penulisan  

Agar penulisan Skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka 

di perlukan sistematika penulisan yang terdiri tari limah bab, di mana antara 

                                                           
24

Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002),  h.  65. 
25

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Cet ke-6, (Jakarta: PT Kharisma Putra 

Utama, 2006),  h. 33. 
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satu bab dengan bab yang lainnya saling mendasari dan  berkaitan. Adapun 

sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang  masalah, 

rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan dan Hasil Penelitian, 

Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika 

Penulisan. 

Bab II membahas tentang, perngertian perlindungan jasa, bentuk-bentuk 

perlindungan jasa, perlindungan jasa terhadap objek online, pengertian 

GrabFood, asas dan tujuan perlindungan jasa, hak dan kewajiban, pengertian 

hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas 

hukum Islam, status hukum jasa driver GrabFood Online, 

Bab III membahas tentang profil PT Grab Indonesia cabang kota 

Bengkuluyang meliputi (sejarah Grab, produk layanan jasa, visi dan misi, 

profil driver PT Grab Indonesia), aplikasi pelayanan jasa di PT.Grab Indonesia 

cabang kota Bengkulu yang meliputi, (sistem pelayanan jasa di PT.Grab 

Indonesia cabang kota Bengkulu, perlindungan jasa driver di PT. Grab 

Indonesia cabang Kota Bengkulu). 

Bab IV membahas tentang perlindungan jasa driver grabfood terhadap 

kerugian akibat pembatalan pemesanan oleh pihak konsumen Studi di Kota 

Bengkulu, Tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan jasa driver GrabFood 

terhadap kerugian akibat pembatalan pemesanan oleh pihak konsumen Studi 

di Kota Bengkulu. 
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Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan 

tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari 

pokok permasalahan serta saran yang memperbaiki dan membangun mengenai 

perlindungan konsumen terhadap jasa driver GrabFood PT Grab Indonesia 

cabang Kota Bengkulu. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 
 

A. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif 

1. Pengertian Perlindungan Hukum  

Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara dan 

melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan.
26

 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah 

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum 

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
27

 

Dengan kata lain sebagai gambaran fungsi hukum untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Jadi, dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah 

suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan 

aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka 

penegakan hukum.
28

 

                                                           
26

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 

2000), h. 42. 
27

 Prof .Dr. Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di 

Indonesia, (Jakarta:Rajawali, 2001), h. 33.  
28

 Yulies Triana Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika. 

2013) hal. 6 
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 Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan 

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki 

oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau 

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu 

hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang 

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
29

 

            Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.Sedangkan menurut 

C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah bebagai upaya hukum yang 

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari 

pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan 

hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan 

pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-

perangkat hukum. 

 

2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum 

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu 

perlindungan yang bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan 

hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang sifatnya 
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pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk 

mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum putusan pengadilan. 

Sehingga tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan 

perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi 

sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan didalam pengadilan 

maupun diluar pengadilan.
30

 

 Fungsi hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya dan 

tindakan yang dapat merugikan hidup orang lain, memberi keadilan serta 

menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena 

pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan sama didepan hukum. 

Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan 

menaati berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan dimana 

masyarakatnya hidup dengan baik. Tugas hukum yang utama adalah 

membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, 

membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum dan 

memelihara kepastian hukum.
31

 

 Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan 
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dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan 

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.  

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan 

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman 

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah 

dilakukan suatu pelanggaran. 

3. Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online  

Hubungan hukum antara Grab Indonesia sebagai perusahaan 

penyedia aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk 

penumpang sebagai konsumen adalah hubungan kemitraan bukan 

hubungan kerja. Sedangkan, hubungan antara driver ojek sebagai penyedia 

layanan dengan penumpang sebagai konsumen merupakan hubungan 

hukum. Sehingga masing-masing pihak harus saling memenuhi hak dan 

kewajibannya sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen.
32

 

Suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, apabila salah 

satu pihak (perusahaan penyedia aplikasi) mengubah isi perjanjian atau 

memutus kemitraan maka harus ada persetujuan dari pihak lainnya. Pada 

intinya, dalam perjanjian kemitraan ketika calon mitra sudah mendaftarkan 

dirinya sebagai driver ojek online kemudian menjalankan training online, 

mengakses dan menggunakan aplikasi driver Grab, berarti seseorang 

tersebut secara tidak langsung telah setuju dengan perjanjian kemitraan 
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dan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan penyedia aplikasi. Jika 

terjadi kerugian oleh salah satu pihak maka penyelesaian yang dapat 

dilakukan adalah penyelesaian di luar pengadilan.  

Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak para pihak bebas 

membuat perjanjian. Sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata: Semua 

Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.13 Persetujuan itu tidak 

dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau 

karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan 

harus dilaksanakan dengan itikad baik.
33

 

B. Status Hukum Jasa Driver Grabfood Online 

1. Pengertian GrabFood  

            GrabFood adalah layanan pesan antar makanan dan minuman dari 

restoran yang terdaftar di aplikasi grab. Saat mengerjakan grab food mitra 

harus memesan makanan sekaligus membayar terlebih dahulu kemudian 

diantar kepada pelanggan.  

2. Langkah-langkah Mengajukan Reimburse/Penggantian Uang  

Adapun langkah-langkah untuk penggantian uang pada grabfood 

jika pesanan sudah dibelikan yaitu:  

a. Pekerjaan tetap diselesaikan di lokasi pengantaran sesuai pesanan pada 

aplikasi. 
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b. Setelah selesai, mitra dapat memilih bantuan pada pusat bantuan dan 

menekan masalah seputar grab food ingin mengajukan reimbursement atau 

penggantian uang.  

c. Makanan yang sudah terbeli segara disumbangkan ke Panti terdekat dan 

meminta bukti foto sebagai tanda terima dari panti asuhan.  

d. Mitra dapat mendeskripsikan peristiwa pekerjaan di kolom deskripsi dan 

upload bukti struk belanja, tanda terima dan foto pihak panti. 

Reimbursement berlaku jika : 

1) History call konfirmasi awal ke costumer service minimal 10 detik.  

2) History call 3x panggilan, saat customer service tidak bisa dihubungi. 

3) Sudah menginformasikan ke customer service via telepon/wa. 

4) Semua data sesuai sistem  

5) Melampirkan struk asli Aplikasi tetap aktif saat menjalankan order Jika 

salah satu syarat diatas tidak terpenuhi , maka proses klaim tidak bisa 

diproses.  

3. Penyediaan Layanan Jasa Driver GrabFood 

           Grab tidak menyediakan layanan transportasi kendaraan dan tidak 

bertanggung jawab berdasarkan alasan apapun terhadap setiap tindakan 

atau kelalaian dari Pengemudi, atau terhadap kegagalan, keterlambatan 

atau penolakan oleh Pengemudi untuk memberikan layanan transportasi 
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kendaraan, khususnya pengantaran makanan dan/atau produk eceran/ritel 

dari gerai Penjual hingga Pengguna Akhir. 

a. Terkait pengantaran produk eceran/ ritel melalui Layanan Grosir dengan 

menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD), Grab dan/ 

atau afiliasinya, tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang 

mungkin timbul dari metode pembayaran yang dipilih Pengguna Akhir 

tersebut. Kerugian yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

Pengemudi baik dengan Pengguna Akhir maupun Pihak Ketiga yang 

menjual produk eceran/ritel kepada Pengguna Akhir. 

e.  Setelah selesai, mitra dapat memilih bantuan pada pusat bantuan dan 

menekan masalah seputar grab food ingin mengajukan reimbursement atau 

penggantian uang. Makanan yang sudah terbeli segara disumbangkan ke 

Panti terdekat dan meminta bukti foto sebagai tanda terima dari panti 

asuhan. 

f. Mitra dapat mendeskripsikan peristiwa pekerjaan di kolom deskripsi dan 

upload bukti struk belanja, tanda terima dan foto pihak panti. 

Reimbursement berlaku jika :  

1) History call konfirmasi awal ke costumer service minimal 10 detik. 

2)  History call 3x panggilan, saat customer service tidak bisa dihubungi. 

g. Sudah menginformasikan ke customer service via telepon/wa d. Semua 

data sesuai sistem . 
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h. Melampirkan struk asli aplikasi tetap aktif saat menjalankan order Jika 

salah satu syarat diatas tidak terpenuhi , maka proses klaim tidak bisa 

diproses.
34

 

C. Perlindungan Driver GrabFood 

 

1. Pengertian Perlindungan Driver GrabFood 

              Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara dan 

melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan. 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah 

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum 

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 

            GrabFood adalah layanan pesan antar makanan dan minuman dari 

restoran yang terdaftar di aplikasi grab. Saat mengerjakan grab food mitra 

harus memesan makanan sekaligus membayar terlebih dahulu kemudian 

diantar kepada pelanggan.  

 

Hubungan hukum antara Grab Indonesia sebagai perusahaan 

penyedia aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk 

penumpang sebagai konsumen adalah hubungan kemitraan bukan 
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hubungan kerja. Sedangkan, hubungan antara driver ojek sebagai penyedia 

layanan dengan penumpang sebagai konsumen merupakan hubungan 

hukum. Sehingga masing-masing pihak harus saling memenuhi hak dan 

kewajibannya sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. 

Suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, apabila salah 

satu pihak (perusahaan penyedia aplikasi) mengubah isi perjanjian atau 

memutus kemitraan maka harus ada persetujuan dari pihak lainnya. Pada 

intinya, dalam perjanjian kemitraan ketika calon mitra sudah mendaftarkan 

dirinya sebagai driver ojek online kemudian menjalankan training online, 

mengakses dan menggunakan aplikasi driver Grab, berarti seseorang 

tersebut secara tidak langsung telah setuju dengan perjanjian kemitraan 

dan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan penyedia aplikasi. Jika 

terjadi kerugian oleh salah satu pihak maka penyelesaian yang dapat 

dilakukan adalah penyelesaian di luar pengadilan.  

Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak para pihak bebas 

membuat perjanjian. Sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata: Semua 

Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak 

dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau 

karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan 

harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

2. Asas Perlindungan Driver GrabFood 
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               Asas manfaat yang dimaksud untuk mengamanatkan bahwa 

segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dan 

pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan dimaksud agar partisipasi 

seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan 

kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh 

haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 
35

 

             Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.  

              Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan 

pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan.  

             Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

menyelenggarakan perlidungan konsumen serta negara yang menjamin 

kepastian hukum.
36

 

               Fungsi hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya dan 

tindakan yang dapat merugikan hidup orang lain, memberi keadilan serta 

menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena 

pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan sama didepan hukum. 
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Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan 

menaati berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan dimana 

masyarakatnya hidup dengan baik. Tugas hukum yang utama adalah 

membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, 

membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum dan 

memelihara kepastian hukum. 

3. Hak dan Kewajiban Driver GrabFood 

Berikut adalah hak dan kewajiban pelaku usaha atau dalam 

pembahasan ini yaitu Driver GrabFood dalam Pasal 6 hak pelaku usaha 

adalah:  

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan.  

b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik.  

c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen.  

d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan.  

e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan 

lainnya. 
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Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi 

nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukan 

bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi 

barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau 

kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas 

barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi pada 

transaksi ojek online, driver tidak menerima pembayaran dari 

pelanggan (konsumen) dikarenakan pelanggan tidak dapat dihubungi. 

Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah:  

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif.  

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku.  

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yangdibuat dan/atau diperdagangkan. 
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f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas 

kerugian penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan. 

g) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen 

tidak sesuai dengan perjanjian.
37

 

 Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam 

melakukan kegiatan usahanya, mitra diharapkan dapat berlaku jujur, 

menaati peraturan dalam berkendara, dan narik sesuai ketentuan yang 

berlaku.  

Hak dan Kewajiban Pembangunan dan perkembangan 

perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah 

menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat 

dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang 

didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas 

gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Adapun hak-hak konsumen 

sebagaimana disebutkan dalam Bab III Hak dan Kewajiban Pasal 4 UUPK 

adalah: 

 Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak untuk memilik dan mendapatkan 

barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
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kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak untuk didengar pendapat 

dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.  

Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk 

mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan 

atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk 

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya.Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundangundangan lainnya. 

Adapun kewajiban kosumen diatur dalam UUPK Pasal 5, adalah 

sebagai berikut: 

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan 

keselamatan. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa.Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

Konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi 

pembelian barang dan/atau jasa dengan membayar sesuai nilai tukar yang 

disepakati. Namun, hal demikian masih ada juga konsumen yang beritikad 

tidak baik dalam bertransaksi. 

4. Tujuan Perlindungan Driver GrabFood 
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         Perlindungan Driver GrabFood bertujuan agar pelanggan tidak 

semena-mena untuk membatalkan pesanan secara sepihak dan juga jika hal 

tersebut terjadi maka driver mendapatkan perlindungan dari kantor grab 

dan tidak mengalami kerugian. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan 

dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan 

hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum 

memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang 

perlu diatur dan dilindungi. 

           Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan 

hukum lahir dari suatu ketentutan hukum dan segala peraturan hukum 

yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan 

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara 

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah 

yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum 

bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.  
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D. Perlindungan Menurut Hukum Islam  

1. Pengertian Hukum Islam  

Al Qur’ an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak 

menyebutkan kata hukum Islam sebagai satu istilah. Hukum secara 

etimologi berasal bahasa arab yaitu hakama-yahkumu bentuk masdarnya 

hukman. Lafadz al-hukmu adalah bentuk tungal dari bentuk jamak al-

ahkam. Kata hakama kemudian muncul kata al-hikmah yang artinya 

kebijaksanaan. Bahwa orang yang memahami hukum kemudian 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai 

orang yang bijaksana.
38

 

Islam sebagai bentuk ketundukan dan penyerahan diri seorang 

hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini manusia mengakui bahwa dirinya 

sangat lemah dan mengagungkan kekuasaan Allah SWT. Sehingga dapat 

diartikan hukum Islam adalah aturan-aturan hukum yang disyariatkan oleh 

Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti dalam rangka menciptakan 

keharmonisan hubungan antara manusia dengan Allah (habl min Allah) 

maupun manusia dengan manusia (habl min an-Nas). Hukum Islam 

menjadi patokan dalam menetapkan hukum dan memecahkan masalah di 

berbagai kehidupan masyarakat.
39
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2. Ruang Lingkup Hukum Islam 

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti Fiqh Islam meliputi ibadah 

dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan 

Tuhannya, sedangkan muamalah terkait hubungan antara manusia dengan 

sesamanya. Dalam konteks ini muamalah mencakup beberapa bidang 

diantaranya: 

a. Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya.
40

 

b. Mawaris, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta 

peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum Islam ini disebut juga 

hukum faraidh.  

c. Muamalah, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata 

hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-

meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya.  

d. Jinayah, memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan 

hukuman.  

e. Al-ahkam as-shulthaniyah, permasalahan yang berhubungan dengan 

kepala negara atau pemerintah.  

f. Siyar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan 

pemeluk agama lain dan negara lain..  

g. Mukhsamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.   
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Dalam transaksi muamalah jual beli terdapat bentuk penipuan salah 

satunya Gharar. Pengertian gharar adalah transaksi yang mengandung 

ketidakpastian, ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas 

yang menjadi obyek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang 

mengancam antara untung dan rugi. Dalam Islam gharar adalah perkara 

yang dilarang dan haram hukumnya karena sangat merugikan salah satu 

pihak yang lain.
41

 

2. Tujuan Hukum Islam 

 Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan istilah al-maqhasid 

al-khamsah yaitu hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs 

(memelihara jiwa).
42

 

 Maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat 

agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqashid 

syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. 

Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan.
43

 

Kemashlahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal 

dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, 

kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. 

Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga 
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pemahaman atau pengertian yang mutlak. Bentuk-Bentuk Maqashid 

Syariah  adalah sebagai berikut: 

a) Maqashid syariah untuk melindungi agama Bentuk maqashid syariah 

untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini 

seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas 

dan tanpa gangguan. 

b) Maqashid syariah untuk melindungi jiwa Bentuk maqashid syariah 

untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan 

bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. 

c) Maqashid syariah untuk melindungi pikiran Bentuk maqashid syariah 

untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal 

yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di 

dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam 

hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. 

d) Maqashid syariah untuk melindungi harta. Maqashid syariah untuk 

melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan 

harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. 

Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya.  
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3. Ciri-ciri Hukum Islam 

           Ciri-ciri Hukum Islam dalam kaitannya dengan muamalah 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam 

b.Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman 

atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam 

c. Mempunyai dua istilah kunci yaitu syari'at dan fikih. Syari'at terdiri dari 

wahyu Allah dan sunnah Nabi, sedangkan fikih adalah pemahaman dan 

hasil pemahaman manusia tentang syari'ah. 

d. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Dapat dibagi 

menjadi : a. Hukum taklifi atau hukum taklif yakni al-ahkam al-khamsah 

yaitu ja'iz, sunnat, makruh, wajib, dan haram. b. Hukum wadh'i yang 

mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwyjudnya hubungan 

hukum. 

e. Berwatak universal, berlaku abadi untuk ummat Islam di manapun 

mereka berada, tidak terbatas pada ummat Islam di suatu tempat atau 

negara pada suatu masa saja. 

f. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani, 

dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara 

keseluruhan. Pelaksanaannya dalam praktek digerakkan oleh iman dan 

akhlak umat Islam.
44
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Profil Perusahaan Grab 

 Grab adalah salah satu bisnis online yang bergerak dibidang 

transportasi yang berbasis    aplikasi untuk mengaksesnya. Grab bermula 

pada tahun 2012, dikabarkan ada sekelompok orang yang sedang 

menikmati teh bersama. Seperti warga Asia Tenggara pada umumnya, 

mereka mulai mengeluh tentang sulitnya mendapat taksi. Namun setelah 

itu, mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka memutuskan 

untuk menyelesaikan masalah ini. Tujuan Grab bertransformasi menjadi 

sesuatu yang lebih besar dan membuat Asia Tenggara jadi tempat yang 

lebih baik.
45

 

    Sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat di 

dunia, sangatlah mudah untuk terbuai dengan kemajuan. Tapi tidak 

demikian di Grab, Grab mengerti bahwa kebutuhan masyarakat tidak 

hanya untuk mendapatkan tumpangan. Grab cukup aman digunakan oleh 

wanita, karena menerapkan beberapa pendekatan, yaitu: 

1. Penyaringan 

Setiap pengemudi dan kendaraan akan dicek saat registrasi dan wajib 

mempertahankan bintang penilaian di atas standar minimum yang telah 

ditetapkan. 
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2.  Pelatihan dan Kode Etik 

Grab senantiasa meningkatkan sistem pelatihan dan Kode Etik untuk 

memastikan layanan yang terbaik. 

3. Fitur Keamanan 

Grab terus berinovasi demi keamanan masyarakat. Bahkan, kami 

memperkenalkan fitur “Share My Ride” yang pertama di industri. 

4. Asuransi & Bantuan 24 Jam 

Grab melindungi masyarakatdengan tambahan proteksi Kecelakaan 

Pribadi, Call Center 24 Jam, dan Tim Tanggap Darurat. Karena bagi Grab, 

transportasi adalah hak, bukan keistimewaan. Itu sebabnya Grab bekerja 

sangat keras dalam menciptakan platform yang mendukung segala 

kebutuhan masyarakat, tanpa memandang pendapatan, usia, dan kebutuhan 

khusus. 

B.  Kelebihan Aplikasi 

Kelebihan aplikasi ini dibanding dengan sistem aplikasi lain yang cara 

kerjanya serupa yaitu bahwa sistem aplikasi ini lebih baik dalam pengelolaan 

pemilihan driver, karena sistem aplikasi ini memilih driver dengan jarak yang 

paling dekat dengan kita yang memesan dan kita pun dapat melihat driver 

tersebut di dalam sebuah gps. 
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Menyediakan pelayanan online yang bertujuan memberikan 

kenyamanan dan keamanan terhadap penumpang dengan menyediakan sistem 

pelayanan terbaru, yang akan menimbulkan keefektifitas dan keefisiensian 

pengguna untuk mempermudah segala kebutuhan dan mempertahankan 

rutinitas pengguna akan waktu yang dibutuhkan.
46

 

D.   GrabFood 

Pada fitur terakhir dalam aplikasi terdapat juga layanan pengantaran 

makanan yang akan memberikan keefektivitasan waktu bagi pemesan, yang 

memiliki kelebihan seperti: 

1. Pemilihan lokasi restoran dalam aplikasi berdasarkan lokasi terdekat calon 

pemesan sehingga makanan akan cepat diantar dan tidak memakan waktu 

yang relatif lama. 

2.  Dapat menentukan menu makanan yang akan calon pemesan inginkan. 

3. Dapat juga mengalokasikan pengemudi yang paling dekat dengan meilhatnya 

dalam Maps aplikasi yang telah tersedia dan memilihnya untuk menjadi sang 

pengantar. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pembatalan Pemesanan Oleh Pelanggan Kepada Driver Grabfood Kota 

Bengkulu 

Gambar 4. 1 

 

Percakapan di atas merupakan percakapan pembatalan pemesanan 

pelanggan kepada Bapak Yomegi. Pelanggan mengatakan bahwa ingin 

membatalkan pesanan dikarenakan keterlambatan Bapak Yomegi 

mengantarkan pesanannya. Padahal Bapak Yomegi sudah menjelaskan bahwa 

lama di lampu merah. Namun pelanggan tetap saja membatalkan pesanan 

tersebut. 

45 
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Gambar 4.2 

 

Percakapan di atas merupakan percakapan pembatalan pemesanan oleh 

pelanggan terhadap Bapak Azriel. Pelanggan membatalkan pesanan dengan 

alasan Bapak Azriel lama mengantar pesanan. Di sini padahal Bapak Azriel 

sudah mengatakan bahwa lama karena antrian dan Bapak Azriel juga 

mengatakan bahwa pesanan sudah di buat, akan tetapi pelanggan tetap ingin 

membatalkannya. 
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Gambar 4.3 

 

Percakapan di atas merupakan percakapan pembatalan pemesanan 

pelanggan terhadap Bapak Rodiansah. Pelanggan menmbatalkan pesanan tanpa 

memberikan alas an. Di sini Bapak Rodiansah mengatakan bahwa sebentar lagi 

akan sampai di alamat pelanggan, Bapak Rodiansah mencoba untuk 

menghubungi namun tidak ada respon dari pelanggan. 
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Gambar 4.4 

 

Percakapan di atas merupakan percakapan pembatalan pemesanan 

pelanggan terhadap Bapak Rizki. Pelanggan memberikan alasan untuk 

membatalkan pesanan dikarenakan ingin pergi Bersama temannya. Namun 

Bapak Rizki sudah di jalan dan pesanan tersebut akan di berikan ke panti 

asuhan oleh Bapak Rizki. 
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Gambar 4.5 

 

Percakapan di atas merupakan percakapan pembatalan pemesanan oleh 

pelanggan kepada bapak Fery. Pelanggan membatalkan karena sudah 

menunggu lama. Namun Bapak Fery sudah mengatakan pesanan sudah di 

pesan namun pelanggan tidak menghiraukannya. 
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B. Praktek Pembatalan Pemesanan Oleh Konsumen Terhadap Grabfood 

di Kota Bengkulu 

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara terhadap beberapa 

driver grab. Hasil wawancara dengan bapak Azriel selaku anggota solidaritas 

grab Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2020 mendapat pesanan 

grabfood ke salah satu tempat makan terkenal dibengkulu, kebetulan ketika 

bapak Azriel tiba ditujuan, antriannya banyak sehingga bapak Azriel harus 

menunggu lama, namun pelanggan tidak mau menunggu dan akhirnya pesanan 

tersebut dibatalkan oleh pelanggan sehingga mengakibatkan driver mengalami 

beberapa kerugian yaitu : 

a. Driver tidak menerima hak nya untuk mendapat upah dari perjalanan yang 

telah diselesaikan karena pelanggan membatalkan pesanannya. 

b. Driver rugi waktu, bensin dan tenaga karena telah pergi ke tempat 

memesan makanan akan tetapi pelanggan membatalkannya. 

c. Uang cash driver menjadi berkurang karena harus mengganti struk 

pembelian yang fiktif. Ketika orderan grab food sudah dijalankan ke titik 

pengantaran, orderan tersebut tidak bisa dibatalkan oleh driver sehingga 

tetap harus diselesaikan sampai titik tujuan meskipun orderan tersebut 

palsu yakni tidak ada pembelinya.
47

  

               Berdasarkan wawancara kepada Bapak Rizal selaku pimpinan 

grab untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan kepada 

driver jika konsumen membatalkan pesanan, pimpinan grab mengatakan 
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bahwa tidak ada perlindungan yang diberikan kepada driver grab, akan 

tetapi makanan yang sudah dibatalkan oleh konsumen tersebut akan di 

gantikan uangnya, dan makanan tersebut di bagikan ke panti asuhan 
48

 

               Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menganalisis 

bahwa pihak driver tidak akan menanggung kerugian uang terhadap 

konsumen yang membatalkan pesanan, karena pihak grab yang akan 

menggantikan nya dan makanan tersebut di bagikan ke panti asuhan. 

               Berdasarkan wawancara kepada Bapak Yomegi selaku driver 

grabfood yang pernah mengalami pembatalan pemesanan oleh konsumen 

mengatakan bahwa: 

Ketika terdapat konsumen yang membatalkan pesanan, saya     

berusaha untuk menghubungi konsumen untuk tetap mengambil 

makanan tersebut, karena saya sudah mendekati alamat konsumen, 

karena saya mengalami kerugian pada bensin, namun pihak 

konsumen tidak menanggapi telepon saya.
49

  

Dari hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa pihak 

driver sudah berusaha untuk menghubungi agar konsumen tidak 

membatalkan pesanan nya, karena driver mengalami kerugian bensin, 

karena jarak alamat konsumen yang jauh. 

               Hal senada yang diungkapkan oleh  Bapak Rodiansah, Bapak Ikhsan, 

Bapak Rizki dan Bapak Feri selaku driver grabfood mengenai pembatalan 

pesanan, mereka menyadari bahwa lama dalam mengantar pesanan, namun 

konsumen harusnya mengetahui juga bahwa tempat memesan makanan jauh 

dari alamat konsumen yang harus melewati beberapa lampu merah, dan juga 
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tempat pemesanan antrian lama dikarenakan ramai nya pembeli dan juga 

mereka tidak melaporkan kepada pihak kantor karena mereka menganggap 

resiko driver pasti ada rugi dan makanan tersebut di bawa pulang
50

 

            Berdasarkan wawancara kepada Ibu Khairani, Ibu Sinta, Ibu Mutia 

selaku konsumen mereka mengatakan bahwa pernah membatalkan pesanan di 

grabfood hal itu dikarenakan hari sudah larut malam namun driver grabfood 

belum juga datang, Ketika pihak driver di hubungi tidak menanggapi dengan 

cepat, dikarenakan sudah malam dan pelanggan sudah tidak mau menunggu 

lagi, jadi dibatalkan saja, pelanggan juga tidak tau jika driver sudah memesan 

makanan, karena jika dihubungi tidak di respon
51

  

             Hal senada yang diungkapkan oleh Bapak Ridwan, Ibu Ria, dan Ibu 

Riski, mereka mengatakan bahwa grabfood sangat lama sampai ke alamat 

rumah dan jauh dari perkiraan, perkiraan 15-20 menit sampai namun belum 

juga sampai. Ketika ditanya dan dihubungi sebentar lagi sampai, namun tidak 

kunjung sampai, mereka juga tidak mengetahui apa kendala di jalan, 

berhubung ada alternatif lain untuk mendapatkan makanan, maka mereka 

membatalkan pesanan, karena sudah lapar dan tidak mau menunggu lama 

lagi.
52

  

             Berdasarkan wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dari 

pihak driver ketika sudah di hubungi oleh konsumen karena lama 
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mengantarkan pesanan, mengatakan akan mengantarkan nya, namun tidak 

kunjung datang, dan pihak konsumen juga tidak mengetahui apa kendala di 

jalan. 

C.Perlindungan Hukum terhadap Driver Grabfood atas pembatalan 

pemesanan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Dalam praktek yang terjadi di beberapa driver grabfood kota 

Bengkulu, driver sering di rugikan akibat perbuatan konsumen yang beritikad 

tidak baik. Diantaranya konsumen melakukan pemesanan pada layanan grab 

tetapi tidak memenuhi haknya driver untuk menerima upah. Jika oleh driver 

tetap dijalankan dan di dompet tunai driver terdapat sejumlah uang yang 

lumayan banyak karena belum sempat transfer ke ATM, maka dompet tunai 

bisa hilang seketika karena menjalankan perjalanan dimana driver tidak 

mengangkut penumpang.  

Jika dilihat dari teori asas keamanan dan keselamatan konsumen, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

memberikan jaminan atas kemanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi 

atau digunakan. Selain itu dalam Pasal 6 disebutkan bahwa pelaku usaha 

memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan 
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dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik.
53

 

Dalam hal ini pelaku usaha dapat diartikan sebagai driver dengan 

konsumen sebagai penumpang hubungan keduanya hanyalah mitra yang 

menjalankan aplikasi dari perusahaan grab. Layanan grab Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, disebutkan bahwa Pelaku usaha memiliki hak untuk menerima 

pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan hak untuk mendapat 

perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.  

Di sini driver tidak mendapat perlindungan hukum secara langsung 

dari termasuk admin grab Kota Bengkulu. Admin hanya mengatasi masalah 

aplikasi bukan penggantian uang. Bentuk perlindungan dari perusahaan grab 

atas orderan fiktif yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan layanan penggantian 

uang, tetapi hal tersebut dianggap ribet karena pesanan harus diberikan 

terlebih dahulu ke panti asuhan dan meminta foto sebagai bukti telah terjadi 

order fiktif.  
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D. Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grabfood Atas Pembatalan 

Pemesanan  Menurut Hukum Islam. 

Dalam praktek pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen, 

yang terjadi di beberapa driver grab Kota Bengkulu telah ditemui fakta 

dilapangan menunjukan bahwa driver mengalami kerugian. Kerugian yang 

dialami driver disebabkan adanya tindakan konsumen yang beritikad tidak 

baik.  

Upaya driver dalam dalam menghadapi berbagai kerugian yang 

dilakukan oleh konsumen diantaranya adalah segera menghubungi customer 

service agar nilai penerimaan tidak turun dan untuk order fiktif pada food jika 

dirasa total pembeliannya masih dibawah Rp. 100.000 maka meminta driver 

lain untuk membeli dengan separuh harga dan jika lebih dari Rp. 100.000 

memberikan pesanan tersebut ke panti asuhan selanjutnya melaporkan ke 

pihak grab dan melakukan reimbusement atau penggantian uang.  

Hal itu sudah sesuai hukum Islam dan mengajarkan kita untuk saling 

berbagi. Sesuai dengan tujuan hukum (syariat) Islam, hukum Islam dibuat 

untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual 

dan sosial atau disebut dengan istilah al-maqhasid al-khamsah yaitu hifdz ad-

din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-aql 

(memelihara kal), hifdz an-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz an-mal 

(memelihara harta).
54

Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan di dunia 
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melainkan kehidupan kekal di akhirat dengan jalan mengambil segala yang 

bermanfaat dan mencegah yang tidak berguna bagi kehidupan.  

Hadirnya layanan grabfood masuk ke Kota Bengkulu sangat membantu 

kebutuhan masyarakat Bengkulu dalam hal transportasi dan memenuhi 

kebutuhan kesehariannya seperti pesan-antar makanan, minuman dan juga jasa 

antar barang. Asas-asas hukum Islam adalah sebagai berikut: 

4. Asas keadilan, seorang muslim harus berlaku adil dalam menempatkan 

atau meletakkan sesuatu pada tempatnya.  

5. Asas kemanfaatan, penerapan hukum selain bermanfaat untuk diri sendiri 

maka harus bermanfaat pula untuk masyarakat banyak.  

6. Asas tauhid, keesaan Tuhan memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap 

cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya.  

7. Asas kemerdekaan atau kebebasan, Islam memberi kebebasan kepada 

setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar 

kebebasan orang lain.  

8. Asas berang-angsur dalam menetapkan hukum. 
55

 

Terkait adanya aplikasi layanan grabfood di kota Bengkulu. Tujuan hukum 

Islam untuk kemaslahatan, membawa barang dan/atau orang dalam keadaan 

aman sesuai dengan asas hukum Islam yang memberi kemanfaatan bagi dua 

belah pihak, sehingga layanan yang sediakan aplikasi grab dapat 

dilaksanakan. Orderan fiktif menurut hukum Islam termasuk kategori Gharar, 

dalam transaksi muamalah Gharar adalah transaksi yang mengandung 
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ketidak pastian, ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang 

menjadi obyek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam 

antara untung dan rugi.
56

 

 Setiap transaksi muamalah, dapat dikatakan sah atau tidak tergantung 

dengan rukun transaksi. Supaya akad jual beli itu sah, pelaku akad harus 

memenuhi syarat yaitu pelaku akad harus cakap hukum atau baligh dan 

berakal, kedua belah pihak atas dasar saling ridha. Ijab dan Qobul (Sighat) 

dan Obyek (Maqud alaih). 

Perintah mengantar atau menjalankan pekerjaan tidak datang dari 

perusahaan melainkan dari aplikasi driver itu sendiri. Karena hal ini 

merupakan salah satu fasilitas teknologi informasi yang berkaitan dengan 

aplikasi, maka tindakan konsumen yang beritikad tidak baik dengan memesan 

orderan palsu menyebabkan beberapa kerugian. Hal tersebut tidak bisa 

dihindari dan sudah menjadi resiko atau konsekuensi menjadi pengemudi 

online.  

Sehingga apabila mengalami kerugian dalam transaksi transportasi 

online, maka driver grab sama sekali tidak mendapat perlindungan hukum 

secara langsung. Namun, jika orderan fiktif terjadi pada layanan grabfood dari 

pihak perusahaan grab sudah menyediakan layanan penggantian uang atau 

reimbursement pada masing-masing akun driver. 

 Agar uang bisa kembali sepenuhnya, perlindungan yang diberikan 

pihak grab kepada driver hal pertama yang dilakukan driver harus 
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menyumbangkan pesanan yang telah dibeli dan diberikan ke panti asuhan. 

Apabila dicermati lebih dalam hal ini tentunya mengandung nilai sosial untuk 

saling berbagi kepada sesama.  

Perusahaan memberi perlindungan kepada seluruh mitra grab bike 

apabila mengalami kerugian atas orderan fiktif. Namun kenyataan yang 

terjadi dilapangan untuk fiktif pada layanan grabfood, driver grab jarang 

sekali bahkan tidak pernah melakukan upaya sebagaimana yang disediakan 

oleh perusahaan grab dengan alasan pesanan yang dibeli tidak sebanyak 

jumlah orang di panti asuhan.  
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi 

driver grabfood terhadap pembatalan pemesanan yang dialami beberapa driver 

Grabfood Kota Bengkulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen yang beritikad 

tidak baik sehingga mengakibatkan driver mengalami beberapa kerugian 

seperti Driver tidak menerima haknya mendapat upah dari perjalanan yang 

telah diselesaikan karena pelanggan atau penumpang tidak ada, Driver rugi 

waktu, bensin dan tenaga karena menunggu penumpang yang tidak ada di 

lokasi penjemputan dan tidak bisa dihubungi.  

2. Bentuk perlindungan dari perusahaan grab atas orderan fiktif yaitu 

menyediakan layanan reimbursement/penggantian uang dan membatalkan 

pesanan jika belum dijalankan oleh driver, jika sudah dijalankan maka 

driver harus menanggung resiko sendiri. Sehingga, hak untuk mendapat 

perlindungan hukum tidak sepenuhnya dirasakan pengemudi online. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

mengenai perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad 

tidak baik.  
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B. Saran 

I. Bagi driver online seharusnya lebih hati-hati dengan konsumen yang 

beritikad tidak baik dan meningkatkan kewaspadaan sebelum menjalankan 

pekerjaan. Apabila mengalami fiktif pada layanan food atau express dan 

pekerjaan belum di jalankan driver harus segera menghubungi customer 

service untuk membatalkan dengan melaporkan nomor polisi driver, nama 

lengkap driver, nomor telepon akun driver serta titik awal dan titik tujuan 

pesanan.  

J. Bagi pelanggan atau penumpang seharusnya lebih bisa menghargai jerih 

payahnya seorang pengemudi online dalam menghidupi diri sendiri dan 

keluarga serta membantu memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat 

Tulungagung, sehingga tidak sampai merugikan driver online.  
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